WALI KOTA PEMATANGSIANTAR
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA PEMATANGSIANTAR
NOMOR ! TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA PEMATANGSIANTAR NOMOR 02
TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PENGUKURAN PRESTASI KERJA DALAM
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEMATANGSIANTAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA PEMATANGSIANTAR,

Menimbang - & bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin, kinerja dan

produktifitas kerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Pemerintah Kota Pematangsiantar, dipandang perlu
melakukan perubahan atas Peraturan Wali Kota
Pematangsiantar Nomor 02 Tahun 2018 tentang Pedoman
Pengukuran Prestasi Kerja Dalam Pemberian Tambahan
Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan
Pemerintah Kota Pematangsiantar;

b. bahwa untuk memenuhi pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali
Kota Pematangsiantar tentang Perubahan Atas Peraturan
Wali Kota Nomor 02 Tahun 2018 tentang Pedoman
Pengukuran Prestasi Kerja Dalam Pemberian Tambahan
Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Pemerintah Kota Pematangsiantar.

Mengingat . 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Darurat Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran
Negara RI tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara RI Nomor 1092);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



10.

11.

12.

13.

14,

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI
Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1986 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II
Pematangsiantar dan Kabupaten Daerah Tingkat II
Simalungun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1986 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3328);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 50, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3176);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21
Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil;



Menetapkan

I5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-3233
Tahun 2017 tentang Pengangkatan Wali Kota dan
Pemberhentian Wakil Wali Kota Pematangsiantar Provinsi
Sumatera utara;

16. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 3 Tahun
2014 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota
Pematangsiantar;

17.  Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun
2017 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota
Pematangsiantar;

18. Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 02 Tahun
2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota,
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota dan
Staf Ahli Walikota Pematangsiantar;

19. Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 03 Tahun
2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kota
Pematangsiantar;

20. Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 04 Tahun
2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota
Pematangsiantar;

21. Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 05 Tahun
2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi serta Tata Kerja Badan-Badan Daerah Kota
Pematangsiantar;

22. Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 06 Tahun
2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di
Kota Pematangsiantar.

MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALI KOTA PEMATANGSIANTAR TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA
PEMATANGSIANTAR NOMOR 02 TAHUN 2018 TENTANG
PEDOMAN PENGUKURAN PRESTASI KERJA DALAM
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
PEMATANGSIANTAR

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota
Pematangsiantar Nomor 02 tahun 2018 tentang Pedoman
Pengukuran Prestasi Kerja Dalam Pemberian Tambahan
Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan
Pemerintah Kota Pematangsiantar(Berita Daerah Kota
Pematangsiantar Tahun 2018 Nomor 02) diubah sebagai
berikut:



2. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Bagian Ketujuh
Hasil Pengukuran Prestasi Kerja
Pasal 12

(1) Hasil Pengukuran prestasi kerja yang dilakukan oleh
pejabat atasan langsung direkapitulasi oleh pemeriksa
hasil pengukuran prestasi kerja di masing-masing OPD
untuk setiap akhir masa penilaian sctiap bulan, dan
selanjutnya dilaporkan kepada Tim Pengukuran Prestasi
Kerja dengan dilampiri Formulir Rekapitulasi Pencapaian
Prestasi Kerja (RPPK) Paling lambat tanggal 6 setiap
bulannya untuk dilakukan verifikasi.

(2) Hasil pengukuran prestasi kerja yang dilakukan oleh
Sekretaris Daerah untuk jabatan pimpinan tinggi pratama
dan camat diverifikasi terlebih dahulu oleh Tim
Pengukuran Prestasi Kerja sebelum ditandatangani oleh
Sekretaris Daerah.

(3) Hasil pengukuran prestasi kerja setiap OPD akan
direkapitulasi oleh tim Pengukuran Prestasi Kerja, dan
selanjutnya menetapkan tambahan penghasilan yang
diperoleh sesuai dengan nilai pencapaian prestasi kerja
yang diperoleh, kemudian disampaikan kepada Badan
Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) dengan melampirkan
formulir Rekapitulasi Besaran Tambahan Penghasilan
(RBTP) paling lambat tanggal 10 setiap bulannya.

(4) Hasil pengukuran prestasi kerja PNS dapat menjadi bahan
pertimbangan penilaian dalam Sasaran Prestasi Kerja
Pegawai dan penempatan dalam jabatan serta pembinaan
dan penjatuhan hukuman disiplin.

(5) Formulir Rekapitulasi Pencapaian Prestasi Kerja dan
Formulir Rekapitulasi Besaran Tambahan Penghasilan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada
Lampiran Il yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Wali Kota ini.

3. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:
Pasal 15

(1) Tambahan penghasilan bagi PNS pindah masuk ke
Pemerintah Kota Pematangsiantar diberikan pada tahun
anggaran berikutnya.

(2) Bagi PNS pindah masuk yang mendapat jabatan
struktural dan/atau jabatan Fungsional tertentu P2UPD
dan Auditor diberikan tambahan penghasilan Pegawai
terhitung sejak diangkat dalam jabatannya.

(3) Bagi PNS titipan dari luar Pemerintah Kota
Pematangsiantar tidak diberikan tambahan penghasilan
pegawai.



4. Diantara Pasal 19 dan Pasal 20 ditambah 1 Pasal yaitu Pasal
19 A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19 A

PNS yang meninggal dunia diberikan tambahan penghasilan
sebesar 100% (seratus persen) pada bulan berjalan dari
tambahan penghasilan yang telah ditetapkan

Pasal 11

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar  setiap orang  mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kota Pematangsiantar.

Ditetapkan di Pematangsiantar
pada tanggal 2 Mei 2018

WALI KOT MATANGSIANTAR,

HEFRIANSYAH

Diundangkan di Pematangsiantar
pada tanggal 2. Mg, -

SEKRETARIS DAERAH|KOTA PEMATANGSIANTAR,

BUDI UTARI

BERITA DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR TAHUN 2018 NOMOR 1"



